BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

—_

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampirkan
laporan keuangan yang tetalh diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5040);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daertah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4614);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 03 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan hak Atas
Tanah (BPHTB);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha;



Menetapkan

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun
Anggaran 2017.

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 63
Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Peraturan Bupati Maluku Tengara Barat Nomor 76 Tahun
2017 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
Laporan realisasi anggaran,;

a.

0o po o

Neraca;

Laporan arus kas;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
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f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tahun
anggaran 2017 sebagai berikut :

a.

b

C.

Pendapatan Daerah Rp. 907,927,111,407.07
. Belanja Daerah Rp. 917,898,537,446.78
Surplus / (Defisit) Rp. (9,971,426,039.71)

Pembiayaan

a. Penerimaan Daerah Rp. 105,404,226,843.46
b. Pengeluaran Daerah Rp. 4,750,000,000.00
Pembiayan Netto Rp. 100,654,226,843.46
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai

berikut :
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(29.136.119.087.69 ),-
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 937,063,230,494.76
b. Realisasi Rp. 907,927,111,407.07
Selisih lebih/(kurang) Rp. (29,136,119,087.69)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(135.603.343.800.10 ),-
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1,053,501,881,246.88
b. Realisasi Rp. 917,898,537,446.78

Selisih lebih/ (kurang) Rp. (135,603,343,800.10)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.106.467.224.712.41
dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (116,438,650,752.12)
b. Realisasi Rp. (9,971,426,039.71)
Selisih lebih/(kurang) Rp. 106,467,224,712.41

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan daerah sejumlah Rp.
(15.784.423.908.66 ,-) dengan rinciansebagai berikut :



a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp. 121,188,650,752.12
perubahan
b. Realisasi Rp. 105,404,226,843.46
Selisih lebih/(kurang) Rp. (15,784,423,908.66)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Rp.(0,00) ,-
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran  pengeluaran pembiayaan  setelah Rp.
perubahan 4,750,000.00
b. Realisasi Rp. 4,750,000.00
Selisih lebih/(kurang) Rp. -
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah  Rp.
(15.784.423.908..66,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 116,438,650,752.12
b. Realisasi Rp. 100,654,226,843.46
Selisih lebih/(kurang) Rp. (15,784,423,908.66)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017
sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 1,481,975,451,390.31

b. Jumlah Kewajiban Rp. 39,014,842,854.44

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1,442,960,608,535.87
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagaimana berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2017 Rp. 115,977,088,927.10

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 741,424,482,992.78

c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (181,224,054,454.00)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. -

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 3,459,902,904.21

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2017 Rp. 102,048,592,242.39
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagaimana berikut :

a. Pendapatan - LO Rp. 923,861,488,906.82
b. Beban - LO Rp. 852,680,925,473.84
c. Surplus / (Defisit) Rp. 71,180,563,432.98



Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagaimana
berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 105,688,650,752.12
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 105,404,226,843.47
Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 90,682,800,803.76

(SILPA/SIKPA)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp. 284,423,908.65
Sebelumnya

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 90,682,800,803.76

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagaimana berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 1,350,884,604,543.06

b. Surplus/Defisit — LO Rp. 71,180,563,432.98

c. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 20,895,440,559.84

d. Ekuitas Akhir Rp. 1,442,960,608,535.87
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g Tahun
Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos -
pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Rancangan
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran [.1 Ringkasan Laporan Realisasi angaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran [.2 Rincian Laporan  Realiasasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan ;

Lampiran 1.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Lampiran 1.5 Daftar piutang daerah;

Lampiran [.5a  Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;

Lampiran [.5b  Daftar piutang dan penyisihan dana bergulir;

Lampiran 1.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
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Lampiran 1.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran [.7a  Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;

Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran 1.9 Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Lampiran I.10  Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran I.11  Daftar pincaman daerah dan obligasi daerah.
Lampiran I.11a Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran I.11b Daftar kewajiban jangka panjang;
b. Lampiran II. Neraca;
Lampiran II.1 Laporan Operasional;
Lampiran II.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran I1.3 Laporan Perubahan Ekuitas;

c. Lampiran III. Laporan Arus Kas;
Lampiran IV. Catatan Atas Laporan Keuangan;
e. Lampiran V. Ikhtisar laporan rugi/laba perusahan daerah;
Lampiran V.1 Ikhtisar neraca perusahan daerah aktiva, kewajiban, dan ekuitas;
Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX Rancangan Peraturan daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keungan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum
dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah

Ditetapkan di Saumlaki
Pada tanggal, 20 November 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki,
Pada tanggal, 20 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

e = SN

PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 01 TAHUN 2018

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
PROVINSI MALUKU : 1/24/2018
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